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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Mﬂiﬁ:béng : a bahwa bnrd.asﬁﬂ:an_ perkembangan tunfutan kebutuhar dan beban
kerja yang ads, organisasi. dan tata kerja Dinas Kesshatan Dasrah

. Ting]t;atIIMagelug perlu ditata kembali ;
il b. bahwa penataan / ‘pembenahan hal tersebut telzh diatur oleh

Menteri Dalam Negeri dalam bentuk Pedoman Organisesi dan Tats
- [(elja Dinas Kesehatan Darah ;

{’ c. bahwa untuk penataan Organisasi danTatn Kega Dinas Keschatan
sebagaimana tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengsn Peraturan

Daerah.

Pemernintah
g i _ 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan
Mg Tabun 1050, tentang Pembentukan Deerah-daerah
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2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tzntang Pul-:ok pbkuk
il fa Pemenintahan dlD'iﬂmh-j'—‘- wnifh . EH n e g L
: 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992, tentang Kesehatm;

A -4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987, tentang Penyerahan
sebagian Urusan Femenntalmn dalam bidang Kesehatan Kepada |

Daerah ; -
5 Pisabotin Penariiah Nowior' Tahun 1985, tentang Koordinasi ’
- - Kegiatan Instansi Verukul di Daerah ; roo
'?". T (} @

6. Peraturan: Pemenntah Nomor 45 Tahun 1992, tentang
Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengati titik berat pada daersh
mgknt II

7 Kepumsan b-ersama Menteri Kesehntan da.n Menteri Dalam Negen
Nomor 48/MENKES/SKB/IV/1988 dan Nomor 10 Tehun 1988
tentang Petunjuk pelaksansan Peraturan Pemerintah Neomor 7
Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pememnizh
dalam bidang Kesehatan Kepada Daerah ; -

8. Keputusan Menteri Negara Pendayaan Aaparatur Negara Nomor
2] Tahun 1990, tentang Pedoman dan Proses Pembentpkin atau
Penyempumaan Kelembagaan di lingkungan Instansi Pemenintzh
Pusat, Perwakilan Republik ‘Indonesia di Iuar negen dan
Pemerintah di Daerah ;

9, Keputusan Menteti Kesehatan Nomo- 99.a/Men Kes/SK/IV1992,
4 tentang berlakunya Sistemn Kesehatan ‘Nasional ; O

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992. tenms
Pedoman Organisasi Dmas Dam.h

11.- Keputusan Menteri Dalqm’Negm Nnmur 92 Tehun 1992, tentang l
Organisasi dan Tata Kepa Departemen Dalam Negen ; ;

12, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993, tentang
Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
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13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata KerjaDinas Kﬁehaian '

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11
Magelang.

MEMUTUSKAN

Mméu’pkm :  PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT

II MAGELANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DAERAH
TINGKAT Il MAGELANG.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

oTw

FR o o

Pl

Pemerintah Daerah adalam Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat [1 Magelang
Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat Il Magelang;
Pemenntah Daerah Tingkat I adalah Pemcmmh Pmpma Daerah Tingkat 1 Jawa
Tengah;
Daereh adalah Kabupaten Daerh ngkat I Magelang

adalah Kabupaten Daerah Tingkat Il Magelang ;
Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupdten Daerah Tingkat Il Magelang |
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang ,
Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat I
Magelang ;
Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas kesehatan sebaga
mpdaksamunmkmelaksanakanmgasmmsKﬁelmtmdahgmgﬁymg
selanjutnya disebut UPTL;
Kelompok jabatan Fungsionai u..lah kelompok jabatan untuk para pejsbat fungsional
yaitu personil dinas yang dalam pelmg?mn tugasiiya-didasarkan peda keghlian dan ™ -
atau ketrampilan tertentu yang bersifat mand'n sesuai bidang tugasnya ;
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k. Tugas pembantuan adalah tugas untuk turut serta dalar melaksanakan Pemerintahan
yang ditugaskan kepada Pemerintah dacrah oleh ane.nntnh Pusat atau Pemerintah

* Daerah Tingkat I dengan Kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang
menugaskannya,

L " Puskesmas adalah suatu sarana yang melakséumkml pelayanan upaya Kesehatan
secara paripuma kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu. '

¥ BAB II
", KEDUDUKAN TUGAS'POKOK DAN FUNGSI v B
e Pasal 2
(1) Dinas Kesehatan adalah Unsur pelaksana Pernerintah h Daerah di bidang Kesehatan
(2) Dines Kesehatan dipimpin oleh seorang. Kepala ‘Dinas yang berada dibawah dan
bertenggung jaweb kepada Bupati Kepala daerah.

Pasal 3

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan nrmah
tangga Daerah dalam bidang kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya dan tugas
pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daersh Tingkat I
dibidang Kesehatan. '

e Pasal 4 ; O

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3 Pemtumn Daereh ini
Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

a? Pembinaan secara umum dibidang kesehatan meliputi pendekatan,peningkatan
(promofif ), pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif) , pemulihan (rehabilitatif)
berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepa]a Damh'lﬁr,gkarl

T Jawa Tcngqh
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b. Pembinaan secara tehnis dibidang upaya pelayanan kesehatan dasar dan upaya
pelayanan kesehatan rujukan berdasarkan kebijaksanaan tehnis yang ditetapkan oleh

Menten Kesehatan ;
. ©. Pembinaan kegiatan oﬁmﬁsibnal sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupat
Kepala Daerah.
BAB III
' ORGANISASI
Bagian Pertama

. Pola d=n Susunan Organisasi
Pasal 5

Organisasi Dinas Kesehatan Daerah ditetapkan Pola Maksimal
" Pasal6
(1) StmmmOrganisasiDjmsI_{wahntanterdiﬁdaﬁ:
a. Kepala Dinas ; |
b. Sub Bagian Tata Usaha ;
c. Seksi Pelayanan Kesehatan ;
d. Seksi P2P ;
: e. Seksi Penyehatan Lingkungan ;
' f Seksi Kesehatan Keluarga ;
g Seksi PKM;
. -wiatf b Unit Pelayanan Tehnis Dinas
i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagaimana Lampiran yang mequpakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ink ‘
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1’? Baglan Kedua
Kepala Dinas

Pasal 7

_ Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas. pokok dan fungsi sebagaimana
ebut dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Theam, 2t Bﬂglﬂﬂ Kﬂﬂgﬂ
SR
f

Pasal 8

Sub Bagian tata Usaha mempunyai fugas melakukan urusan penyusunan rencana,
sgram, kepegaweaian, Keuangan, Surat menyurat humas dan protoko.penyusunan data
mtik, pengeandaan, perlengkapan tugas-tugas umum serta pembuatan laporan kerja

... Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada.. Pasal 8 Peraturan Daerah i ini, Sub. Bagan
ta Usaha mempunya fungsi :

pengelolzan urusan surat menyurat, perlengkapan, kenmhtanﬁam penggandan,

humas dan protokol serta urusan umum , :

pengelolaan urusan administrasi kepegawaian danlahhan pegawai ;

pengelolaan urusan kenangan dan perbendaharaan ;

penyusunan rencana program, penyusunan data statistik, penyusunan laporan kena

Diwgem penyebaran informasi kesehatan.

Pasal 10
Sub Bagian Tata Usaha terdini dan :

Urusan Rencana dan Informasi Kesehatan
Urusan Kepegawaian |

Urnusan Keuangan ,

‘Urusan Umum.
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Pasal 11

Urusan Rencana dan Informasi Keschatan mempunyai tugas menyusun rencana

program, mengumpulkan dan mengolah data, menyusun data statistik, menyebarkan
informasi kesehatan serta menyusun laporan.

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola administrasi kesejphteraan dan
latthan pegawai ;,

- Uru‘§gevangan mempunyei tuges mengelola keuangan dan perbendaharaan

} Unusan Umum mempunyai tugas mengelola smtmerqnnatf pe:kngkapan y
pengandaan, pengadaan, kerumahtangagan dan tugas-tugas umum.

Baglan Keempat :
| Seksi Pelayanan Kesehatan, . 1

Pasal 12

mmmmmmmmmbmmmm
mmmmmmmm,mhmmmmkm
lerts peningkatan mutu pelayanan rumah sakit.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 12 Peraturan daerah ini, seks:
daya*ﬁcschnumunpmym fungsi:
! mengumpulkan bahan pembinaan, pengawasan, pengembangan dan peningkatan

muty pelayanan rumah sakit serta mengenalisa laporan perkembangan dan
pelaksanaan pelayanan rumah sakit ;

mengumpulkan bahan pembinaan, pengawasan pmganhangan dan mutu pelayanan

Puskesmas Pembantu serta pengadaan alat - alat keschatan pada Puskesmas dan
Puskesmas Pembantu ;

¢. * mengumpulkan behan pelaksanaan usaha-usahg pembinaan Rumah Sakit Uum dan
Rumah Sakat Jiwa ;
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;/myusun rencana kebutuhan obat-obatan dan alat-alat kesehatan serta pembinaan
" pengawasan pengelolaan obat-obatan pada Puskesmas dan puskesmas Pembantu.

Pasal 14
Seksi Pelayanan Kesehatan terdiri dan :

a. Sub Seksi Rumah Sakit ;
b. Sub Seksi Puskesmas ;
c

. Sub 1 Kesehatan Khusus
d. 1 Kefarmasian.

fik - L o 0

Pasal 15

(1) Sub Seksi Rumah Sakit mempunyai tugas mengumpulkan bahan pmyz!mgman
‘. pembinaan perkembangan rumah sakit, mutu_pelayanan mmah, s.ak:: serta
pelaksanaan pengawasan pelayanan rumah sakit. r
(2) Sub Seksi Puskesmas mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan

pembinaan, pengawasan perkembangan Puskesmas danpmgduh&nobai-ubatan

(3) Sub Seksi Keschatan I{husus ::l:mpunym tugas mmgr.tmplm:an beban

penyelenggaraan pembinaan Rumah Sakit Jiwa, Rumah sakit Kusta dan

mengkoordinasikan laporannya.

(4) Sub Seksi Kefarmasian mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan rencana
kebutuhan obat-obatan , alat - alat kesehatan pndaPmkcsnmsdanPuskems
Pmbmmmahmohat obatan.,

=4

Baglan Kellima . 0
Seksl Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

Pasal 16

Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas menyiapkan
rencana penyelenggraan kegiatan  pengumatan, pencegahan, pemberantasan dan
pengawasan penyakit, imunisasi serta penyakit yang bersumber dan binatang.

PR L I T '
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Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 16 Peraturan Daerah ini , Seksi
Pencegahan dan Pemberantasan penyakit mempunyai fungsi :,

merencanakan kegiatan, pemberantasan, pcugawasan pcn;,rakxt mcnular dan penelitian
kemungkinan terjadinya wabah penyakit ;

a.’

b. evaluasi, monitoring pelaksanaan pencegahan pemberantasan penyakit menular dan

115481 |

c. menyebaruaskan informasi cara-cara pemberanlasan sumber-sumber penyakit
menuler. & i

Pasal 18

Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit terdiri dan :
| ]
a. Sub Seksi Pengamatan Penyalat ;
b. Sub Seksi Pencegahan Penyalkat |
¢. Sub Seksi Pemberantasan Penyakit Yang Bersumber Binatang ;
d. Sub Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Langsung.

Pasal 19

(1) Sub Seksi Pengamatan Penyakit mempunyai tugns mmgﬁmpu]kan bahan rencans
‘enehmn , pengamatan dan tindakan kemungkinan terjadinya wabah penyalat.

' (2) Sub Seksi Pencegahan Penyekit mempunyai tugas mugmupulkan bahan monitonng,
evaluasi pelaksanaan vaksinasi rutin dan insidentil pada Puskesmas, Posyandu Unit

Pelayanan Kesehatan lanmya serta mengnnahsa hasil peneliian penyalat ;

3) Sub Seksi Pﬁnberﬂﬂtﬂsan Penbyakit Ynng Bersumber Binatang mempunyai tuges
mengumpulkan bahan penyelenggaraan pencegahan, pemberantasan, penanggulang
penyakit antara lain : malaria, demam berdarah, anthrak dan pembermtnsau

vektomya serta menyebarluaskan informasi cgra Pﬂ“bem“m“ Fﬁ“)"ﬂm yang
. . ditularkan melalui vektor, \
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; Sub Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Langsuhg mempunyai -tigas
mengumpulkan bahan penyelenggaraan pemeberantasan penyakat menular langsung
dan menyebarluaskan informasi cara pemberantasannya.

Baglan Keenam
Seksl Penyehatan Lingkungan

Pasal 20

< Yo

Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengumpulan beban
garaan kegiatan kebersihan lingkungan dan kebersihan tmpat umum serta usaha
peningmuan kebersihan dan keschatan masyarakat. o

Pasal 21

Untuk melaksanskan tugas tersebut pada Pasal 20 Peraturan Daerah i, seks
Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi :

;wmmwmmmm
tempat umum serte mengkoordinasikan usaha peningkatan sarana kesehatan
| ==

b pengumpulan dan pensistimasian dala kebersthan bahan pembmasn, pengawasan
koweliats air dan linglungan ;

¢. pengumpulan dan pensistimasian data kebersihan lingkungan pemuliman sera
mwmmmmmmmmmw

d. @ngumpulan bahan pembinean, pengawasan terhadap perusahasn makanan dan
unnuman serta pembinaan, pengarahan kepada rumah makan dan restoran 0

Pasal 12
- Seksi Penyehatan Linglungan terdin dan :
:.SLbSd:iPmyd;ﬂanw-umﬁmm;
b. Sub Seksi Pengewasan kwalitas Air den Lingkungan |

c. Sub Seksi Penyehatan Lingkungan Panukiman ,
d. Sub Seksi Penyehatan Makanan dan Munwman.
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Ir Pasal 23

1) Sub Seksi Penyehatan Tempat - tempat Umum mem'[mnﬁi tugas mengumpulkan dan

. mensistemasikan bahan pzlaksanaan kegiatan serta penmgkatm kebersihan tempat -
tempat umum ;

(2> SubSeksi P;mgmasnn Kwalitas Air dan ngkungnn mempunyai  tugas
mengumpulkan dan mensistemasikan  bahan pembinaan serta petunjuk cara
pembuatan air minum bersih dan kesehatan lingkungan kepada masyarakat |

(3) Sd-:s.l Penyehatan Lingkungan Penyehatan Lingkungan Pemukiman mempunyai

s mengumpulkan bahan rencana dan koordinasi kcglatm peningkatan
kebersihan lingkungan pemukiman ,

(4) Sub Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman mempnn}'ai tugas mengumpulkan

bahan pembinaan , pengawasan industri makanan dan minuman serta rumah makan
dan restoran. A

Bagian Ketuyjuh
Seksi Kesehatan Keluarga

Pasal 24

Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai tugas melakukan . kegiatan pemeriksaan,
pelayenan kesehatan ibu, anak dan keluarga pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu Unit
Pelayanan Kesehatan serta pelayanan kesehatan ibu hamil dan keluarga berencana.

Pasal 15

.* Untuk melaksanakan tugas tersehut pada Pasal 24 Peraturan Daersh i, Seks:
Kesehatan Keluarga mempunyai fungsi :

. pengolahan bahan penyelenggaraan usaha - usahapﬂnmnamkesehamn ibu, anak
dan pelayanan keluarga berencana ;
b,

pengumpulan bahan, memonitor status ‘dan penigaturan gizi masyarakat m:!m.ﬂ: _
. Puskesmas ; o

c. pmgulahanbalmn,ppmhum Rumah sakit, Puskmmu ‘dan Puskesmas Pembanm

delam menyelenggarakan pelayanan kesehatan anak serta pembinaan
. penyelenggaraan pelayan kesehatan penderita usia Janjut
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iﬁcngtmrpuﬂmn bahan pembuatan laporan penyelenggaraan pemeriksaan ibu hamil,
anak serta kesejahteraan ibu hamil dan keluarga berencana,

—— a—

PUSAT JARINGMIE v

- --.--nl:""“'l""“"lde.r'f "t ”"“-.{5?”"“ !
Seksi Kesehatan Keluargh-terditidass V170 ¢ o+ £ Jishuiaws v
* }"L,-.+...'_|r .'"F IHIJ |.
. Sub Seksﬂ{esehatmlbudanl‘f(emm’grﬁmr_ e
>. Sub Seks1Gizn ;
3. SuhSeksiKesehamnmmk; _
e i Kesehatan Usia Lanjut. '
Sl . O
Pasal 27

(1) Sub Seksi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana mempunyai tugas mengumpulkan
bahan penyelenggaraan usaha kesehatan dan pelayanan kesehatan ibu serta keluarga
berencana.

(2) Sub Seksi Gizi mempunyai tugas mmgmnptﬂl-an bahan pembinaan pengaturan dan
monitoring gizi masyarakat.

(3) Sub Seksi Kesehatan Anak mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggarasn
- -usaha pemeriksaan dan pembinaan k&schatan anak melalui Rumah Sakit, Puskesmas
serta Puskesmas Pembantu. &

(4) Sub Seksi Kesehatan Usia Lanjut mempunyai tugas mengumpulkan behan
penyelenggaraan usaha-usaha pelayanan kesehatan penderita usia lanjut dan
pembinazan pola hidup sehat orang usia lanjut._

'|!l.. b | 1e, ol 0
. Bagian Kmlehpnn
Seksli Penyuluhan Kesehatan Masyrakat

Pasal 28

. Seksi Penyuluhan  Kesehatan Masyarakal mempunyai tugas melalmkan
bimbingan, program penyuluhan dan penyuluhan langsung serta pengawasan, tehmis
penyuluhan kesehatan masyarakat.
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Pas_al_ }_9

. Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 28 Peraturan Daerah ini, seksi
.Penyuluhan Kesehatan Masyarakat mempunym fungsi :

a. pengumpulan bzhan pembinaan dan bimbingan kesehatan kepada masyarakat melalui
| Mass Media ;
*b. pengl.n'npulﬂn dan mengolah bahan kegiatan pclaksaman bimbingan, penyuluhan

langsung serta pengawasan tehnis penyuluhan kesehatan masyarakat ;
c. pengolahan bahan koordinasi usaha - usaha pengobatan kesehatan mstitusi ;
d. pengumpulan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan bimbingan serta penylﬂuhan
.esehatan masyarakat.

Pasal 30
Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat terdiri dari :

a. Sub Seksi Usaha Kesehatan Institusi ;
b. Sub Seksi Peran serta masyarakat

¢. Sub Seksi Sarana dan Metode ;

d. Sub Seksi Penyebarluasan Infunnasi. _

Pasal 31

(1) Sub Seksi Usaha Kesehatan Institusi mempunyai tugas mengumpulkan bahan
penylenggaraan upaya kesehatan Institusi pemantapan kera sama lintas sektoral,
peningkatan derajat kesehatan murid sekolah dan karyawan ;

(2) Sub seksi Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan bahan

.ngunban,ga.ngm potensi dan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan seria
peningkatan kemampuan motivasi aparat kesehatan ;

(3) Sub Seksi Jarana dan Metoda mempunym tugas mengumpulkan bahan
pengembangan materi pmruluhﬂn kesehatan dan peningkatan kemampuan serta
. ketrampilan aparat kesehatan dalam memanfaatkan sarana dan metoda penyuluhan.

(4) Sub Seksi Penyebarluasan Informasi mcmpunyai tugas mengumpulkan bahan

penyusunan program dan penyelenggarsan penyebarluasan informasi kesehatan serta
pemanfaatan Sarana dan Metode penyuluhan Kesehatan .
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B_slgln.n Kesembilan
" Cabang Dinas
Pasal 32

. Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Dinas Kesehatan yang melaksanakan sebagian
atau seluruhnya tugas Dinas dan tugas pembantuan.

) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung
javil kepada Kepala Dinas.

§) Cabang Dinas dapat dibentuk setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan Menten U
Dalam Negeri .

4) Cabang Dinas mempunyai wilayah kerja dalam | (satu) Wilayah kecamatan atau lebih.

Bagian Kesepuluh
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 33

(1) Unit pelaksana Teknis Dinas adalah pelaksana Teknis Dinas yang mempunyal fugas
melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang Rumah Sakit Umum, Rumah Sakt
Khusus, Sekolah Kesehatan, Laboratorium dan Pusl;esmas.

(2) Unit Pelzksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada
dibaweh dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas .

(3) it Pelaksana teknis Dinas dapat dibentuk setelah memnuhi kntena yang
Menten Dalam Negen.

Baglan Kesebelas
Kelompok Jabatan Fungslonal

Pasal 34

(1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Keschatan mempunyai tugas
melakukan kegiatan teknis kesehatan di bidang keahlian masing-masing.
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Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin
oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku ketua' Kelompok, yang berda dibawah
dan bertanggung jawab’ kepada Kepala Dinas dan atau Kepala Unit pelaksana Teknis
Dinas yang bersangkutari.

Pasal 35

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub Kelompok sesuai
dengan kebutuhan dan masing - masing dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional
SEnior.

tenaga dalam jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan
kerja.
(3) Pembinaan tethadap tenaga dalam jabatan fungsional dilakukan sesuzi dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kesehatan, Unit Pelaksana tehnis Dinas.

Kdmzpoklnhﬂmﬁmamﬂdmmbulgmwnayahmenmphnpmmp
Mmtcgmdanmulbﬁkdﬂmlmgkmmmmgmmmupmmm

Satuan Orgenisasi sesuai dengan tugas masing-masing,
Pasal 37

(i Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang dltetap!an
) oleh Bupati Kepala Daerah. ,

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kesehatan pmpahs} Daerah Tingkat I Jawa
Tengah dan Dinas Kesehatan wajib menyelenggarakan koordinasi secan fungsional

*  dengancara yang sebaik-balknya. "

(3) Kepala Dinas diwajibkan memberi petunjuk, membina, membimbing dan mmgawm i

pekerjaan unsur - unsur Pembantu dan Pelaksana yang berada dalam lingkungan
% Dinasnya.
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Pasal 38

Sub Bagian Ttat Usaha dan masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang kepala, dalam
melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Daerah.
gt

) Masing-masing Urusan dipimpin oleh seorang kepala, dalam melaksanakan tugsas
berada dibadan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

) Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh seorang kepala, dalam melaksanakan ftugas
b‘ dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi yang bersangkutan.

' 42
BAB V
PENGANGI{ATAN DALAM JABATAN
Pasal 39

(1) Kepala diangkat dan diberhentikan uleh pejabat yang berwenang berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kepala Unit pelaksana teknis diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah
atan usul kepala Dinas.
Pasal 40

Jenjang jebatan dmkepanglmm aeﬂamsmmkepegawmm diatur sesuai ketenfuan
perundang-undangan yang berlaku. -

BAB VI .
KETENTUAN LAIN - LAIN

. Pasal 41
Dengan ditetapkan Dinas Kesehatan berdasarkan Peraturan daersh ini, maka

Peraturan Daerah Kabupaten Dati [I Magelang Nomor 12 Tahun 1981 tentang  Struktur
.Onganisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan dinyatakan fidak berlaku,
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BAB VII
; KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42 o 4

'+ Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai
Pelaksanaannya, akan diatur tersendiri oleh Bupati Kepala Daerah

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan agar supayz setiap
arang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabuapten Daerah Tingkat [I Magelang .

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal
DPRD BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT I
KABUPATEN DATI II MAGELANG MAGELANG
5 KETUA
I'TD TTD
SOEGIHARDIO KAURDI
DISAHKAN

) . Dengan Keputusan Gubemur Kepala Daerah Tingkat [ Jawa Tengah
Nomor ; 188.3/102/1997 tanggal 7 Mei 1997

An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT 1
JAWA TENGAH
: " Kepala Biro Hukum,
oo e e o T
TARTOPQ SUNARTO, SH.

- el

s NIP. 500 048 825
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T :
Dundangkan dalam Lembaran Daerah
! Kabupaten Daerah Tingkat I Magelang
Nomor 9 Tahun 1997 Tanggal 15 Mei 1997
Seri D ; Nomor 9

P

Ymt. Sekretaris Wilayah / Daerah
ttd.
.~ : Drs. H. SOLECHAN AS. .

Pembina Tingkat I
NIP, 500 034 460.
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| PENJELASAN
PERTURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT IT MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 1996

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11
MAGELANG

meJ'EI..AS&N UMUM.

Peraturan Daerah ini merupakan landasan kerja bagi Dinas “esehatan Kabupaten
Daerah Tingkat II Magelang. Sususnan Organisasi dan Tata K«rja Dinas Kesehatan
Kabupaten Magelang semula diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tabun
1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten
Daerah Tin gkat IIMagelang yangmengacu pada Instruksi Mentend Dalam Negen
Nomor 2 Tahun 1980 “tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Instruksi Gubemur Kepala Desrak
Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061.1/11695 Tahun 1981 tentang Petunjuk Pelaksanzan
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Daersh Tingkat [1
se Jawa Tengah. -
Untuk lebih meningkatkan kelancaran dalam pelaksanaan  penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna sehubungan
dengan semakin berkembangnya tuntutan masyarakat untuk memenuhi kebutuban
. kesehatan sebagal alkibat dan peningkatan kesejahteraan dan keberhasilan
Pembangunan , maka Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
.sebagai instansi/unit kerja yang bertanggung jawab-dalam keberhasilan membenkan
) pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dipandang perlu menmjau dan menata
kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Ksabupaten Deeralt
Tingkat I Magelang untuk,diganti dengan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan ™
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang yang barmu dengan berdasar kepada
. Keputusan Menteri Dalam Negenn Nomor : 21 Tahun 1994 tentang Pedoman
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehtan Kabupaten Daerah Tingkat I1
= Magelang yang baru adalah Organisasi Pola Miksimal , dengan demikian mengalami
beberapa perubahan sebagai berikut :
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1. Pada Sub Bagian Tata Usaha ( TU ), bertarobah 1 (satu) Urusan yang semula 3
(tiga) Lhman-'mmjadi 4 (empat) urusan yaitu urusan Rencana dan Informasi
Kesehaan sbtm'lggayang semula 3 (tiga) mwmjﬂ 4 (empat) urusan.

< B mya kelompok jabatan fungsional, yang merupakan chiri pokok Struktur yang

3.  Seksi Pemulihan Kesehatan menjadi Seksi Pelaksanaan Kesehatan, yang semula
2 Sub Seksi menjadi 4 Sub Seksi, ada tarnbahan 2 Sub Seksi, masing-masing
' adalah : LB ' o
- Sub Seksi Kesehatan Khusus. ,
- Sub Seksi Kefarmasian.

4. Seksi Pencegahan Penyakit menjadi Seksi Pencegahan dan Pemberantasan
Penyakit, yang semula ada 3 Sub Seksi menjadi4 Sub Seksi, ada tambahan 1
Sub Seksi, yaitu :-Sub Seksi Pemberantasan Penyakit Memular Langsung
(PIML). )

"5 Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan menjadi Seksi Penyehatan Lingkungan ,
' yang semula ada 3 Sub Seksi menjadi 4 Sub Seksi, ada tambahan I Sub Sek=
yaitu : Sub Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman.

6. Seksi Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan Anak menjadi Seksi Kesehatan Keluarga,

yang semula ada 3 Sub Seksi menjadi 4 Sub Seksi, ada timbahan 1 Sub Seksi.
yaitu : Sub Seksi Kesehatan Usia Lanjut,

: 7. Seksi Penyuluhan Kesehatan menjadi Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat ,
0 yang semula ada 3 Sub Seksi menjadi 4 Sub Seksi Sarana dan Metode.

Dengan-adanya perubahan-perubahan sebagaimana tersebut pada angka 1 8/d 7, ngi
akan berakibat pula terhadap ‘perubahan/penyempumsan Organisasi dan Tatakerja, Dinas
Kesehatan Kabupaten Dacrah Tingkat Il Magelang yang lama untuk  diganti dengsn |
Onganisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat 11 Magelang yang
baru sebagaimana tersebut diatas.

Dengan demikian maka setelah ditetapkannya Peraturan Daerahini, maka-Organisasi _
dan Tata Kerja Dinss Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat IT Magelang yang berdasar
kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1980 sudah tidak berlaku lagi.
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r ;1. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal | _ : Cukup Jelas.

Pasal 2 . = Dinas Kesehatan adalah Unsur Pelaksana Daerah Tingkat [1
dibidang kesehatan artinya yang bertanggung jawab dalam
tugas penyelenggaraan unsur rumah fangga dibidang
kesehatan dan tugas pembantuan yang diberkan oleh

. Pemerintah atasan dibidang kesehatan.

. - Dinas I(esehntnn d:plmpm oleh seorang Kepala Dinas yang
didalam pelaksanaan tugas dan kegiatan operasionalnyz
berada = dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupat

Kepala Daerah.
Pasal 3 .  Cukup jelas.
Pasal 4 - Untuk mmyeléﬁggmakan' tugas sebagian urusan rumah tangga

dalam bidang Kesehatan, meliputi pembinaan secarz umum
berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubermur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan pembinaan secara
tehnis yang ditetapkan oleh Menteni Kesehatan.

Pasal 5 : Orgamsas: Dinas Kes:hamn K.abupaten Daerah Tingkat 1I
: Magelaqg termasuk Pola ‘Maksimal, yang penetapannys
5 berdasarkan kriteria yang ‘ditetapkan  oleh Menteri Dalam
Negeri dan dapat dilaksanakan setelah mendapat persstujuan
Menteri Dalam Negeri.

gsalﬁdan‘r : Cukup Jelas.

. - Dinas Kesehalan yang organisasinya menganut pola
maksimal, pada Sub Bagian Tata Usaha karena Volume
kegiatan dan beban kerjanya cukup padat maka dalam
pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 4 uwrusan.
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r. - Demikian juga untuk seksi - seksinya terdapat 5 Seksi, dasi
seksi Kesehatan Keluarga dan PKM dipecah menjadi 2,
menjadi Seksi Kesehatan Keluarga dan Seksi Penyuluhan
Kesehatan Masyarakat Seksi P2 dan PL dipecah menjadh '
Scksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit dan Seksi H

Penyehatan Lingkungan. “
Pasal 9s/d 14 + Cukup jelas.
PQ.S . - Sub qui_ " Keschatan khusus pada Seksi Pelayanan o
Kesehatdn , seperti Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Kusta

dmsebagamya dengan ditangani oleh Sub Seksi tersendin
akan mendapat perhatian dan pembinaan yang lebih baik.

- Dengan adanya Sub Seksi Kefarmasian akan lebia
meningkatkan kemampuan pelayanan kebutuhan obat-
obatan, alat-alat keschatn pada Puskesmas dan Puskesmas

Pembanm
Pasal 16s/d22 . Cukup jelas.
Pesal 23 - Sub Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman pada Seks

Penyehatan  lingkungan melakukan  pembinaan dan
pengawasan tethadap perusahaan makanan dan rmnuman
serta rumah makan / restoran untuk menjaga  kwalitas
kesehatan makanan dan minuman yang dkensums

masyarakat.
‘szsfd 31 - Cukup Jelas. g .
Passl 32 . Untuk membentuk Cabang Dinas Kesehatan Tingkat II .

berdasarkan lkriteria yang ditetapkan Menteri Dalam Negen
dan setelah mendapat persetujuan dari Menten Dalam Negen.

Pasal 33 - Untuk membentuk Unit Pelaksana Tekms Dlnn Keschatan
Daerah Tingkat 11 berdasarkan kritena yang ditetapkan oleh-
Menteri Dalam Negen dan didalam pelaksanaannya setelah
mendapat persetujuan Menteri Dalam Negen.
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Pasal 34 . Kelompok Jabatan Fungsional adalah merupakan ¢iri khusus
dalam struktur Organisasi dan Tatakerja yang baru yang
melakukan kegiatan teknis kesehatan yang dengan bidang
keahliannya masing-masing , sedang jumlah nya tergantung
dan sifat, jenis dan Klasifikasi dan beban kerja UPTD.

Pasal 35 s/d 43 : Cukup jelas.

H®
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